
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu 
diselenggarakan secara komprehensif dan serasi 
untuk menjamin keselarasan pembangunan antar 
daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai 
semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 
Tahun 2008;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam 
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan 
daerah sesuai dengan Visi, Misi, Bupati dan Wakil 
Bupati Lampung Barat, perlu disusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Lampung Barat Tahun 2012-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3689);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Urus&n Pemerintahan yang 
menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2008 Nomor) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 10 Tahun 2010;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija 
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli 
Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 10 Tahun 2010;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
11 Tahun 2010;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
12 Tahun 2010;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija 
Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah 
Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
13 Tahun 2010;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija 
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 
Nomcr 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung 
Barat 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017.

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah

5. Satuan Keija Perangkat Daerah , yang selanjutnya disingkat dengan 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran.

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan keija, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam 
jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2005-2025.



9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang memuat penjabaran visi, 
misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, 
dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM 
Provinsi dan Nasional.

10. Rencana Strategis Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat Renstia SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Keija Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalaft Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tabun.

12. Rencana Keija Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya Renja 
SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah 
untuk periode i (satu) tahun.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

17. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BABU
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2017 dan pelaksanaan lebih lenjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
a. BABI
b. BABU
c. BAB III

d. BAB IV
e. BAB V
f. BABV1

: Pendahuluan;
: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
: Gambaran Pengeloiaan Keuangan Serta Kerangka 
Pendanaan;

: Analisis Isu-isu Strategis;
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
: Strategi dan Arah Kebijakan;



g. BAB VII
h. BAB VIII

i. BAB IX
j. BAB X
k. BAB XI

: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai 
Kebutuhan Pendanaan;

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
: Penutup.

Pasal 4

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana 
Strategis dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di daerah 
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 
tahun 2012-2017

Pasal 6
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan 
pembangunan di Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 
menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, 
maka Bupati yang sedang memimpin Pemerintah Daerah, pada tahun 
terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Keija 
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode 
pemerintahan berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman 
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 1 ju i i  2013

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR : 2



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Salah satu pendekatan penting untuk meiijamin kesinambungan 
pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi 
melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat 
dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah perlu 
adanya revitalisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas merupakan 
pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan 
pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 
sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam 
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada 
dalam satu kesatuan/sinergis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah. Sebagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, 
maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012-2017.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan :

a. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku;

b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus di 
pedomani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;

c. sebagai upaya untuk memberikan arah bagi pengalokasian segenap 
sumberdaya pembangunan yang dimiliki dan mengupayakan 
sumberdaya lain (swasta) untuk terlibat didalam pencapaian tujuan 
pembangunan yang sudah ditetapkan;

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu :

a. Sebagai upaya untuk menyusun visi, misi dan arah pembangunan 
daerah Kabupaten Lampung Barat dalam jangka 5 tahun ke depan, 
dan menteijemahkannya dalam program-program pembangunan 
jangka menengah.

b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Daerah 
selama 5 tahun ke depan bagi pada SKPD dan pedoman untuk 
penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat.



Berdasarkan kepentingan dan nilai stratejik dari dokumen RPJMD, maka 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk 
menyusun RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2012-2017. Dengan 
demikian, arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung 
Barat dalam rentang waktu 2012-2017, dapat lebih terarah dan memiliki 
visi, misi, dan strategi yang jelas.

Bedasarkan pendekatan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Lampung 
Barat memuat visi yaitu “LAMPUNG BARAT SEJAHTERA DAN BERDAYA 
SAING BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” dengan harapan 
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Tampung 
Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional 
sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
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